Menimbang

Mengingat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ca.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa  Keimigrasian  merupakan  bagian  dari
perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas
Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban
kehidupan berbangsa dan bernegara menuju
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong
meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang
menimbulkan berbagai dampak, baik  yang
menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan
dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia,
sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan
yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan
penghormatan, pelindungan, dan pemajuan hak asasi
manusia,;

bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk
memenuhi  berbagai  perkembangan = kebutuhan
pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang
Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti
dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif
serta mampu menjawab tantangan yang ada;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Undang-Undang tentang Keimigrasian;

: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Dengan . ..



(1)

(2)

-30 -
Pasal 70

Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka
pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib melakukan:

a. pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik
warga negara Indonesia maupun warga negara
asing;

b. pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara
Indonesia maupun warga negara asing yang
masuk atau keluar Wilayah Indonesia;

c. pengumpulan data warga negara asing yang
telah mendapatkan keputusan pendetensian,
baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi
maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan

d. pengumpulan data warga negara asing yang
dalam proses penindakan Keimigrasian.

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dengan memasukkan data pada

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang

dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat

Jenderal.

Pasal 71
Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia
wajib:
a. memberikan segala keterangan yang diperlukan

mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta
melaporkan setiap  perubahan status sipil,
kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau
perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi
setempat; atau

memperlihatkan dan  menyerahkan  Dokumen
Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila
diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam
rangka pengawasan Keimigrasian.

Pasal 72 . ..
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LAW OF THE REPUBLIC OF THE INDONESIA

NUMBER 6 OF 2011

CONCERNING

IMMIGRATION

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESTA

Considering

a.

o.

Whereas Immigration constitutes part
of the realization of the
implementation to the sovereignty
enforcement over the Indonesian
Territory in the interest of keeping
orderliness for nation and state
life towards a Jjust and prosperous
society under Pancasila and the 1945
Constitution of the Republic of
Indonesia;

Whereas today’s global development
drives greater mobility of people in
the world causing a variety of
impact, either advantage or

disadvantage to the nation and state



Management Information System of Immigration built

and developed by the Directorate General.

Article 71

Every Foreigner who is present in the Indonesian

Territory shall be obliged to:

a. Provides all information required concerning
personal identity and/or his/her families identity
and report every change of civil status,
citizenship, occupation, Guarantor, or change of
address to local Office of Immigration; or

b. Show and submit any Travel Document or Stay Permit
owned when required by the Immigration Officer on

duty in the interest of Immigration control.

Article 72

(1) Immigration Officer who is on duty may ask any
information from every one who provides occasion to
stay for Foreigner —concerning Foreigner data
concerned.

(2) Owner or management of Inn shall obliged to provide
data concerning the Foreigner who stays in his/her
Inn when required by the Immigration Officer on

duty.
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